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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hal-hal diatas yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Keabsahan berasal dari kata sah/ absah yang berarti sesuai dengan 

Undang-undang. Suatu keabsahan peralihan hak atas tanah 

melalui lelang dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat 

materil dan syarat formil. Pertama, syarat materil terdiri atas 

syarat subjek dan syarat objek. Syarat subjek terdiri atas syarat 

sebagai penjual dan syarat sebagai pembeli. Syarat penjual 

dimaksudkan dalam melakukan penjualan, penjual harus cakap 

berhak dan cakap bertindak. Syarat pembeli dimaksudkan dalam 

penjualan objek Hak Tanggungan melalui lelang, pembeli harus 

memenuhi syarat-syarat untuk memiliki hak atas tanah seperti 

yang ditentukan dalam UUPA. Syarat objek berkaitan dengan hak 

atas tanah tersebut boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam 

sengketa. Boleh diperjualbelikan berarti hak atas tanah tersebut 

adalah milik dari pemilik yang sah menurut hukum, mempunyai 

nilai jual, dapat dipindahtangankan dan dapat ditentukan 

objeknya. Sedangkan objeknya tidak sedang dalam sengketa di 

pengadilan. 

Kedua, syarat formil yaitu mengenai prosedur atau tata cara 

peralihan hak atas tanah tersebut melalui lelang serta pemindahan 

haknya melalui kantor pertanahan yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Dengan telah dipenuhinya syarat materil dan syarat 

formil maka peralihan hak atas tanah melalui lelang tersebut telah 

sah secara hukum. Namun, dalam praktik peralihan hak atas tanah 

melalui lelang tersebut digugat oleh pihak ketiga yang membuat 
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lelang tersebut menjadi terhambat. Gugatan yang diajukan oleh 

pihak ketiga tersebut dapat muncul sebelum pelaksanaan lelang 

ataupun setelah pelaksanaan lelang. Terhadap gugatan yang 

muncul sebelum pelaksanaan lelang, apabila gugatan tersebut 

mengenai kepemilikan tanah maka lelang tersebut tidak dapat 

dilaksanakan.  

Terhadap gugatan setelah pelaksanaan lelang, sahnya suatu 

peralihan melalui lelang ditetapkan oleh pengadilan dalam bentuk 

putusan yaitu, pertama, menyatakan lelang dinyatakan sah dan 

mempunyai kekuatan hukum yang berarti bahwa putusan hakim 

menyatakan lelang sebagai perbuatan hukum yang sah, yaitu 

putusan tersebut menyatakan penjualan lelang eksekusi terhadap 

objek sengketa adalah sah menurut hukum yang berlaku dan sah 

serta menyatakan salinan risalah lelang adalah sah. Kedua, lelang 

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga lelang 

dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak sah 

atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

2. Perlindungan terhadap pemegang Hak Tanggungan sehubungan 

dengan adanya gugatan dari pihak ketiga yaitu memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada pemegang Hak Tanggungan 

dalam arti pemegang Hak Tanggungan berhak didahulukan untuk 

mendapatkan pembayaran utang debitor apabila debitor cidera 

janji berdasarkan kedudukan yang diutamakan tersebut. Pemegang 

Hak Tanggungan tetap mendapatkan kedudukannya apabila 

debitor dinyatakan pailit sekalipun. 

Kedudukan yang diutamakan berkaitan dengan Hak Tanggungan 

tidak dapat diletakkan sita jaminan. Pada dasarnya hak jaminan 

tidak dapat diletakkan sita jaminan namun, dalam praktik sita 

jaminan terhadap Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan sita 
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persamaan. Apabila terdapat gugatan yang meletakkan sita 

terhadap objek Hak Tanggungan berupa sita persamaan, 

pemegang Hak Tanggungan tetap dalam kedudukannya sebagai 

kreditor preferen. Sita persamaan kedudukannya hanya tercatat 

saja sehingga pemegang Hak Tanggungan tetap dalam 

kedudukannya sebagai kreditor preferen. Terhadap pihak ketiga 

yang mengajukan sita persamaan hanya akan mendapat bagian 

apabila terdapat sisa dari pembayaran kepada pemegang Hak 

Tanggungan.  

Selain itu, terhadap pemenang lelang yang telah memperoleh hak 

atas tanah dari penjualan melalui lelang harus mendapatkan 

perlindungan hukum apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga 

yang merugikan pemenang lelang. Perlindungan hukum terhadap 

pemenang lelang hanya untuk pemenang lelang yang beritikad 

baik sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 

831/K/Sip/1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 

323/K/Sip/1968. 

Perlindungan hukum tersebut terdapat dalam Pasal 4 PMK Nomor 

27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa “lelang yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat 

dibatalkan”. Apabila terdapat gugatan yang meminta pembatalan 

lelang terhadap objek Hak Tanggungan yang telah dimenangkan 

oleh pemenang lelang, sesuai dengan ketentuan diatas maka lelang 

tersebut tidak dapat dibatalkan karena pelaksanaan lelang tersebut 

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perlindungan hukum lainnya terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) dan 

(3) PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa penjual 

bertanggung jawab terhadap gugatan perdata berupa ganti rugi 

dan/atau tuntutan pidana akibat tidak dipenuhinya peraturan 
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perundang-undangan di bidang lelang oleh penjual. Hal tersebut 

membuat pemenang lelang tidak bertanggung jawab apabila 

dikemudian hari terdapat gugatan perdata berupa ganti rugi 

maupun tuntutan pidana. 

Namun, dalam praktik pengadilan dapat membatalkan suatu lelang 

karena terdapat gugatan yang meminta pembatalan lelang. Putusan 

pengadilan yang menyatakan lelang sah dan mempunyai kekuatan 

hukum sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hukum 

terhadap pemenang lelang. Apabila pengadilan menyatakan dalam 

putusannya bahwa lelang merupakan cacat hukum sehingga harus 

dibatalkan, majelis hakim dapat menyertakan dalam putusannya 

pemberian ganti kerugian berupa pengembalian uang pembelian 

dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selaku pemenang lelang 

atau apabila dalam putusan tersebut tidak menyertakan 

pengembalian uang pembelian dan ganti rugi maka pemenang 

lelang yang beritikad baik dapat menuntut kembali hak berupa 

uang pembelian dan ganti rugi yang diajukan sendiri selaku 

pemenang lelang kepada instansi yang berwenang. 

5.2. SARAN 

Adapun saran saran-saran dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pemerintah sebaiknya membuat atau memperbaharui peraturan 

mengenai lelang yang didalamnya mengatur bahwa lelang yang telah 

dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan tidak dapat dibatalkan 

apabila terdapat gugatan yang dapat membatalkan lelang tersebut. 

Khususnya dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan, karena seringkali 

gugatan tersebut hanya untuk menghambat lelang membuat pemegang 

Hak Tanggungan menjadi tidak mendapatkan kepastian pembayaran 

terhadap hutang debitor.  



101 
 

2. Pemerintah sebaiknya membuat atau memperbaharui peraturan 

mengenai lelang yang didalamnya berisi perlindungan hukum 

terhadap pemenang lelang yang beritikad baik, karena pembeli yang 

beritikad baik itu harus dilindungi secara hukum. Sampai saat ini 

peraturan mengenai lelang belum memberikan perlindungan hukum 

terhadap pemenang lelang.  

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebaiknya diberi 

wewenang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dapat 

menghambat pelaksanaan lelang sebelum masuk ke pengadilan. 

Gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga seringkali menghambat 

pelaksanaan lelang, hal tersebut tentu sangat merugikan apabila dalam 

lelang eksekusi Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan tidak 

kunjung mendapatkan pembayaran atas cidera janjinya debitor. 

4. Pengadilan sebaiknya menolak gugatan pihak ketiga yang 

membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan apabila pemegang 

Hak Tanggungan telah menjadi kreditor preferen pada saat Hak 

Tanggungan tersebut lahir pada tanggal hari ketujuh setelah 

penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan. 
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